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Menimbang
a

tr,ALI KOTA BEKASI,

hahwa memperhatikan Dokumen perubahan
{Addendum} perjanjian Kerja s._" artul,Pemerintah provinsi Daerah Khr.;" ,;;;,;Jakarta dengan pemerintah Kota Bekasi *;;;,25 Tahun 2016 dan Ntentans e..,r,rgr"t"., "THj,,TJT""r3flf
L.-l.l pembuangan Akhir (TpA) S;;;;Menjadi Tempat peno.,lahan Sr;p;; il;ffi;(TPST) Bantargebang [ota Bekasi;

3]:: guna optimalisasi pemanfaatanperencanaan berbasis teknologi i"f"._;"i ;",komunikasi serta aolr
8.,"; ;;; ff Hj lLl'j "'?.T;IJ:I i:ffi fJDKI Jakarta pada pemerintuh Ko;;;;u";;"",
bahwa berdasarkan o,di-";;'-;;;;" fl"t'Toangan 

sebagaimana

dikeruarkan 
- i;:;."i::^;; lff. r*fil;Penggunaan Aplikasi e.rrgu"ut";- 

".;;;;"Bersumber Dana Bantuan Keuangan provinsi
DKI Jakarta;

Y:j::r-:*:ng Republik rndonesia Nomor 25rahun 2OO4 tentanrp.. uu,g,nl *Ilillr*r, t','f,T0,i.;.."i,?:X:
Repubtik Indonesia rar,un zdo+ *.]rl. roji"",,

H:1::* ^r:g"ng 
Republik rndonesia Nomor 2erahun 2OOZ tentans

Daera h fi;""" ;;;i;f" ;.#:f$i:il, i;:H;Negara Kesatuan Reoub
Negara R.;;;; i;;".;:if 

Indonesia (Lembaran
q'11. -vv / ttomnr-_t, 

,sra Tahun 2O07 Nomor

b

c

1

'_a.' . t ''

Mengingat

2



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Republik
Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2014 Nomor 320);

Indonesia
Pembinaan

Kawasan
Republik
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 97);

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2O2O
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,
Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
13121;

Instruksi Presiden No.S Tahun 1990 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peremajaan Permukiman
Kumuh Diatas Tanah Negara dan Peraturan
Perundangan Terkait Lainnya;

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun
2019 Tentang Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota
Bekasi Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah
Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 97 Seri E);



Kepada

Untuk
KESATU

KEDUA
KETIGA

KtrtrMPAT

Tembusan:
Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;

2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi.

l0' Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor Ot.A Tahun
2O2l Tentang Perencanaan Pembangunan
Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021
Nomor 1.A Seri E);

Kepala Perangkat Daerah yang terlibat dalam proses
Pengusuian Kegiatan Bersumber Dana Bantuan
Keuangan Provinsi DKI Jakarta :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;

2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air

Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
8. Kepala Bagian Pembangunan Setda kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN:

Perangkat Daerah yang disebut dalam instruksi ini
untuk menggunakan Aplikasi Pengusulan Kegiatan
Bersumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi DKI
Jakarta, secara tertib, efektif, ehsien, ekonomis,
aman, transparan dan akuntabel.
Aplikasi dimaksud diktum KESATU adalah SiBandek.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
melaksanakan:
a. Koordinasi dan verifikasi usulan kegiatan yang

bersumber dana bantuan keuangan Provinsi DKI
Jakarta di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan
Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta.

Untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
serta melaporkannya kepada Wali Kota Bekasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal

/nWALI KOTA BEKASI,,U

/
RAHMAT EFFENDI


